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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 84 /HK.03.2-Kpt/1808/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

. PENETAPAN AKREDITASI LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI WAY KANAN LANJUTAN

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau
Pemilihan Asing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota wajib terdaftar dan
memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum
bagi Pemantau Pemilihan Asing dan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam

Negeri sesuai dengan tingkatannya,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan




Mengingat

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan survei
atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota,;

. bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan
Akkreditasi Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat I[I Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia......



Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesi Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615)Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil



Memperhatikan

Menetapkan

Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 296/Pp.06-Kpt/06/Kpu/Vi/2020
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau
Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat
dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN TENTANG PENETAPAN AKREDITASI
LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI
WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU.....



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Akreditasi Lembaga Survey Atau Jajak
Pendapat Dan Penghitungan Cepat Calon Bupati dan
Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020, Sebagai
Berikut:

Nama Lembaga : Rakata Institute
Alamat Lembaga : Jl. Pulau Singkep GG. Sabili RT.02

Kecamatan Sukarame, Kota

Bandar Lampung

Status Akreditasi : TERDAFTAR

bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan
laporan kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU
Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak
Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan

Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan meliputi :

a. informasi terkait status badan hukum;

b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei
atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan
Cepat Hasil Pemilihan;

susunan kepengurusan,;

sumber dana;

alat yang digunakan;

metodologi yang digunakan; dan
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hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan.



KEEMPAT : Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei
atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat
Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak
diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan

penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau

Pemilu berikutnya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu

pada tanggal : 05 November 2020
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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